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ABSTRAK 

 

Undang-Undang No 37 tahun 20004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (UUK dan PKPU)  akan semakin dibutuhkan keberadaannya mengingat 

saat ini sudah banyak sengketa utang piutang yang mulai muncul akibat roda perekonomian 

terhambat yang berujung pada banyaknya usaha yang dibiayai oleh perbankan mengalami 

kesulitan dalam melakukan pembayaran utang. UUK dan PKPU diharapkan bekerja sesuai 

tujuannya yaitu memberikan penyelesaian yang cepat, murah dam terbuka dengan tetap 

mengedepankan rasa keadilan. Namun pada praktiknya, banyak hal-hal yang tidak sesuai 

dengan asas dari UUK di mana terdapat ketimpangan yang terlihat mengedepankan 

kepentingan dari Kreditor. Dalam penulisan ini, metode yuridis adalah metode penelitian 

yang digunakan penulis dengan berbasis material hukum primer untuk mengkaji konsep, 

teori, prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini 

dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terkait dengan proses 

sengketa kepailitan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek 

perlindungan hukum masih belum diperoleh secara maksimal karena proses yang lebih 

menguntungkan bagi pihak kreditor dengan relatif mudahnya persyaratan diajukannya pailit 

berdasarkani Pasal 2 Ayat (1) UU No. 27 tahun 2004 serta tahapan-tahapan yang tidak 

dilaksanakan yeng mengakibatkan mudahnya suatu usaha atau debitor dinyatakan pailit. 

 

Kata Kunci: Kepailitan, Perlindungan Hukum, Debitor  

 

ABSTRACT 

 

Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (UUK dan PKPU) will be increasingly needed considering that there are 

many debts and disputes that have started to emerge due to stagnant economic wheels that 

resulted in businesses financed by banks experiencing difficulties to make debt payments. 

UUK and PKPU are to work according to objectives, namely to provide fast, inexpensive, 

open solutions while promoting justice. However, there are many things that are not in 

accordance with the principles of the UUK where there are discrepancies that prioritize the 

interests of creditors. In this paper, the juridical method is a research method based on 

primary legal materials to study concepts, theories, legal principles and legislation. The aim 

of this research is finding out how legal protection is related to the bankruptcy dispute 

process in Indonesia. The results indicate that the aspect of legal protection hasn’t been 

maximally obtained because the process is more favorable for creditors with the relatively 

easy requirements for filing for bankruptcy based on Article 2 Paragraph (1) of Law no. 27 of 

2004 and the stages that aren’t implemented which result in the ease which a business or a 

debtor is declared bankrupt. 
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A. PENDAHULUAN 

Indonesia pernah mengalami 

krisis moneter di era akhir tahun 2000an 

yang berdampak bagi perekonomian 

nasional. Hal ini berujung pada sulitnya 

dunia usaha dalam proses penyelesaian 

utang piutang agar dapat meneruskan 

usahanya. Banyak masalah terlait utang 

piutang dan proses penyelesaiannya. 

Semakin berkembang suatu usaha dan 

perekonomian, maka semakin kompleks 

juga permasalahan pembiayaan yang 

terjadi di mmasyarakat. UU 37 tahun 2004 

tentanggKepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang hadir guna 

memberi solusi pernyelesaian 

permasalahan utang piutang dengan tujuan 

untuk memberikan penyelesaian yang 

mudah, murah dan adil. 

Saat ini, kembali muncul potensi 

terjadinya resesi ekonomi dengan adanya 

corona virus disease 2019 (COVID-19, 

2020). Hal ini berdampak besar pada roda 

pereekonomian negara dimana banyak 

sektor yang mulai terpuruk. Bagi bisnis 

yang dijalankan dengan menggunakan 

pembiayaan dari perbankan, banyak 

debitur yang mulai merasa kesulitan untuk 

membayar pinjaman bank. Dari sisi bank 

sebagai kreditur, tentunya tidak 

menginginkan dana yang digelontorkan 

sebagai pembiayaan usaha ke debitur tidak 

dapat kembali sesuai kesepakatan awal. 

Dalam kondisi seperti ini banyak sekali 

kemungkinan yang akan ditempuh dari sisi 

kreditur untuk menyelamatkan dananya. 

Dan salah satunya adalah dengan cara 

mengajukan permintaan pailit terhadap 

debitur. Undang Undang No. 37 tahun 

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang menjadi 

tumpuan bagi kreditor guna 

menyelamatkan piutang-piutangnya. Dan 

kondisi saat ini banyak sekali bank-bank 

yang mengajukan pailit terhadap debitur, 

dimana seolah-olah pengajuan pailit 

merupakan satu-satunya cara penyelesaian 

terhadap kendala pembayaran utang 

debitur. Dengan syarat yang relatif tidak 

rumit, bank memilih mengambil jalan 

melalui peradilan niaga tersebut. Hal ini 

menimbulkan polemik tersendiri dari sisi 

bisnis jangka panjang debitur sebagai 

pelaku usaha karena mendapatkan status 

pailit merupakan hal yang sebaiknya 

dihindari. 

Dilansir dari  Kontan.co.id oleh 

Anggar Septiadi (2020), merujuk pada 

lima pengadilan niaga di Indonesia, 

tercatat setidaknya ada 451 lebih 

permohonan penundaan kewajiban 

pembayaran utang (PKPU) dan 36 di 

antaranya pemohonnya adalah Bank. Dan 

bank-bank sepakat menyatakan bahwa 

pengajukan permohonan pailit dilakukan 

dengan telah melakukan pertimbangan 

yang matang. Sementara itu, diketahui 

bahwa partisipasi perbankan dalam proses 

restrukturisasi via perkara PKPU atau 

kepailitan bisa pula dilakukan tanpa 

mengajukan perkara atau dilakukan secara 

mandiri. 

Untuk penyelesaian masalah 

keuangan dari debitur suatu bank tentunya 

banyak cara yang bisa ditempuh. Satu 

jalan singkat yang diambil oleh kreditur 

agar mendapat pembayaran walaupun 

tidak penuh dari debitornya manakala 

debitor dalammkondisi tidak 

membayarradalah melaluii proses 

kepailitan (bankruptcy)
1
.Hal ini sejalan 

dengan yang disampaikan mantan Menteri 

Kehakiman Muladi bahwa kegiatan dunia 

usaha akan bisa beroperasi kembali dan 

dampaknya perekonomian juga akan 

bergerak jika utang piutang diselesaiakan 

secara cepat, transparan, efisien, efektif, 

profesionallserta adil (Muladi, 2001). 

Namun dalam kenyataannya UU 

Kepailitan dan PKPU memiliki banyak 

permasalahan terutama berkaitan dengan 

penyelesaiaan utang piutang dalam 

kaitannya dengan perlindungan nasabah 

atau karena. Dalam praktek sering terjadi 

tidak adanya keseimbangan antara 

perlindungan hukum yang diberika kepada 

                                                 
1
 Sembiring, S. ukum Kepailitan dan 

Peraturan Perundang-Undangan yang terkait 

dengan Kepailitan. (Bandung: Nuansa Aulia, 

2006).23 
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kreditur dan debitur dimana perlindungan 

hukum lebih condong kepada kreditur.  

Dalam penelitian ini dapat dilihat 

bagaimana regulasi hukum terkait 

perbankan di Indonesia serta regulasi 

hukum mengena kepailitan yang berlaku 

saat ini di Indonesia. Demikian pula 

mengenai proses penanganan kepailitan 

yang terjadi yang akan memberikan 

kesimpulan mengenai perlindungan hukum 

bagi nasabah bank atau debitor dalam 

perkara kepailitan di Indonesia  

B. METODE PPENELITIANTIAN 

Cara yang sistematis dalam 

melakukan sebuah penelitian disebut juga 

dengan metode penelitian hukum. Penulis 

menggunakan jenis penelitian hukum 

yuridis normatif sebagaimana disampaikan 

Ronny Hanitijo, merupakannpendekatan 

kepustakaannyang berpedoman pada 

peraturan-peraturan, buku-bukuuatau 

literatur-literaturrhukum serta bahan-

bahannyang mempunyai 

hubungannpermasalahanndan pembahasan 

dalam penulisan artikel
2
.  

 

C. PEMBAHASAN DAN ANALISA 

a. Regulasi Hukum 

Perbankan di Indonesia 

Lembaga perbankan sebagai 

institusiiutama dalam 

perkembangannyaamemegang peranan 

yanggsangat penting dalampperekonomian 

sesuai dengan fungsinya sebagai lembagaa 

intermediasi, yaitu menyalurkanndana dari 

pihakkyang mempunyai dana berlebih 

                                                 
2
 anitijo, R. Metetologi Penelitian hukum 

dan Jurimetrii(Jakarta: Gia Indonesia, 2001).69 

Penulis melakukan penelitian dengan 

caraamenelaa teori-teorii, konsep-konsep, asas-

asassukum serta peraturan perundang-

undangannyang terkait dengan penelitiannini. Dari 

sumber ukum yang tela diola selanjutnya diuraikan 

dalam bentuk deskriptif kualitatif yang 

menjelaskan permasalaan serta solusi secara jelas 

berdasarkan sumber ukum yang diperole. 

Pendekatan yang digunakan adala dengan 

menelaasemua peraturanpperundang-undangan 

yang ada ubungannyaddengan permasalaan yang 

sedang diadapi (statue approac) serta 

pendekatanKkonseptual (conseptual approac). 

kepada pihak-pihakkyang memerlukan 

dana.  

Salah satu fungsi utamaabank 

yakni penyaluranndana bagi yang 

memerlukan, hal ini memberi arti bahwa 

sebagaiannbesar aset yang dimilikiiindustri 

perbankan disalurkannkepada debitor. Jika 

dana yang disalurkannoleh bankktidak 

dapat dibayar kembaliooleh debitornya, 

maka bank tentunyaatidak akan sanggup 

menyelesaikankewajibankepadaakreditorn

ya.  

Akibatnya,bankkdapat mengalami 

defaulttyang bisa meningkatkan risiko 

sistemikkpada keseluruhannsistem 

perbankan. Lembaga perbankan 

mempunyai karakteristik usaha yang 

berbeda dengan lembaga non-bank pada 

umumnya, diantaraya adalah keberadaan 

lembagaa perbankan bergitu berpegang 

pada unsur kepercayaan
3
.  

Ketidakpercayaan pada lembaga 

perbankan dapat menjadikan lembaga 

perbankan ambruk dalam waktu sekejap
4
. 

Oleh karena, menjaga rasa 

percaya masyarakat merupakan hal 

penting yang harus dikelola 

olehhpengurusbbank. Ciri khasllain dari 

bank yaitu mayoritas upaya bank didanai 

menggunakan utang yaitu tabungan dari 

masyarakattdan utang lainnya. Sementara 

dana awal bank yang lebih kecil akan 

mudah menipis atau menjadi minus 

manakal bank menderita kerugian yang 

besar, akibatnya bank pun akan mengalami 

masalah solvabilitas. 

Dalam Undang-UndanggNomor 

77Tahun 1992 tentang Perbankann(UU 

Perbankan) sebagaimanaatelah diubah 

dengannUndang-UndanggNomor 10 

Tahun 1998ttentang Perubahann Atas 

Undang-UndanggNomor 7 Tahun 1992 

                                                 
3
 Sentosa Sembiringg. Hukum Kepailitan 

dan Peraturan Perundang Undangan yang terkait 

dengan  Kepailitann. (Bandung: Nuansa Aulia, 

2006). 
4
 J hikmaanto Juwana. BungaaRampai h 

ukum Ekonomi dan hukum Internasional, (Jakarta: 

Lentera ati, 2002).78 
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tentang Perbankann(UU 10/1998) 

menyebutkan Bank merupakannbadan 

usahaayang mengumpulkan dana dari 

masyarakattdengan bentuk simpanan serta 

menyalurkannnya padammasyarakat 

dalam bentukkpinjaman dan atau bentuk-

bentukklainnya dalam menaikkan 

kesejahteraan masyarakat merupakan 

definisi Bank berdasarkan Pasal 1 angka 2 

UU Nomor 100Tahun 1998.  Sementara 

itu, bank menurut jenisnyaadibagi 

menjadii Bank Umumm dannBank 

PerkreditannRakyat. Bentukkhukum suatu 

BankkUmum bisa berwujud Perseroan 

Terbatas, Koperasi dan Perusahanddaerah. 

Untuk bank Umum dapat dibentuk di 

antaranya oleh warga negaraaIndonesia 

dan ataubbadan hukum Indonesia. Lebih 

lanjut yang dimaksudbbadan 

hukummIndonesia meliputi, Badan Usaha 

MilikkNegara (BUMN), Badan 

UsahaaMilik Daerah, Koperasi, dannbadan 

usahaamiliksswasta. 

Mengacu pada UU Nomor 10 

Tahun 1998, secaraagaris besarttujuan 

perbankannIndonesia adalah mendukung 

perwujudan pembangunan nasionalldalam 

memperbaiki tingkat pemerataan, 

pertumbungannekonomi, dan 

stabilitassnasional ke arah perbaikan taraf 

hidup masyarakat. Dari tujuan itu, 

perbankan (bank) Indonesia 

harussmelakukan tugassdan fungsinya 

secara benar serta berdasarkan pada  

asassdemokrasieekonomi. Bank sangat 

berperan dalam pertumbuhan ekonomi 

suatu negara karena bank menajdi alat 

pemerintahhguna menjagaakestabilan 

ekonomiimoneter dan keuanganabangsa 

melalui pearturan bankssentral Jadi 

meskipun bank akan berperan dalam 

implementasi regulasi dari Bank Indonesia 

dengan mendukung Bank Indonesia 

sebagai tokoh utama dalam menjaga 

kestabilan ekonomi Jika dilihat secara 

sempit untuk, maka peran bank 

sesungguhnya adalah mengatur perputaran 

dana masyarakattserta memastikan 

kelancarannya.  

 

b. Regulasi Hukum Kepailitan di 

Indonesia 

Ensiklopedia Ekonomi Keuangan 

Perdagangan mendefinisikan pailittsebagai 

kondisi dimana seseoranggyang oleh 

pengadilannditetapkan bangkruttdan yang 

aktivanyaa atau harta peninggalannya 

sudah ditujukan bagi pembayaran 

pinjaman. Sedangkan menurutuUndang-

Undang No. 37 Tahun 2004 tentang 

KepailitanndanPenundaannKewajibannPe

mbayaranuUtang, pasal pailit dapat 

didefinisikan sebagai sitaaumum atas 

semua harta Debitor Pailit yang 

pengurusanndan penyelesaiannya 

dilakukannoleh Kurator dalam 

pengawasan Hakim Pengawassseperti 

yang telah ditetapkan Undang-undang.  

Dengan adanya Undang-

undanggNo. 37 Tahun 2004 

tentanggKepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang  (UUK), 

diharapakan tercipta perlindungann dan 

perlakuanyyang adil dan berimbang pada 

pemangku kepentingan (stake holders) 

dalam hal ini kreditor, debitor dan 

masyarakat.  

Perlindungan tidak hanya 

ditujukan kepada kreditorrberupa hak 

untuk memperoleh pengembalian dari 

utang-utang debitor dari penjualannharta 

debitor, tetapi jugaabagi debitoryyang 

beritikad baik diberikan pula perlindungan 

yanggseimbang dalam 

penyelesaiannkhususnya debitor 

individuudalam penyelesaian perkara 

kepailitan.  

Kepailitan dan penundaan 

kewajiban pembayarannutang adalah 

pilihan mekanismeepenyelesaian perkara 

yang bisa diambil oleh ppara pihak 

dengannharapan  masalah bisa 

diselesaikan dengan cepat, murahhserta 

terbuka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Sebagaimana dinyatakan dalam 

UU Kepailitan, perusahaan dapat 

dipailitkan jika suatu perusahaan telah 

memenuhi syarat-syarat yuridiskkepailitan 

yakni terdapat debitor yang mempunyai  

duaaatau lebih kreditorrdan tidak 
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mengembalikan seluruhnya paling sedikit 

satuu utang yang sudah jatuhhtempo 

pelunasan dan bisa diminta 

pembayarannya, ditetapkan pailit dengan 

putusanppengadilan.  

Kreditorrdalam hallini adalah 

kreditorbbaik konkuren, kreditorsseparatis 

juga kreditorppreferen. Sedangkan utang 

yang telah jatuh tempooberarti kewajiban 

untuk membayarrutang yang telahhjatuh 

waktu, baik karena telahhdiperjanjikan, 

karenaapercepatanwaktu penagihannsesuai 

perjanjianataupunnakibatputusanppengadil

an, arbiter maupun majelis arbitrase.  

Permohonannpailit menurut UU 

Kepailitan bisa dimohonkan olehddebitor, 

satu atau lebihhkreditor, jaksa, 

BankkIndonesia, PerusahaannEfek atau 

PerusahaannAsuransi. 

Dalam UU 37 tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang terdapat aturan 

mengenaiisyarat-syarattdan tata cara 

permohonannpernyataanppailit dan 

permohonannpenundaankewajibannpemba

yaran utang meliputi pula 

pemberiannkerangkawaktuusecara pasti 

bagi pengambilannputusan pernyataan 

pailit dan/atauppenundaan kewajiban 

pembayarannutang.  

Undang-undang iniimemberikan 

definisi utang diberikannbatasan dengan 

tegas. Demikian juga pengertian jatuh 

waktu. Adapun syarat-syarattagar debitor 

dapat ditetapkan pailit 

sebagaimanaaditentukan dalammPasal 2 

ayat (1) UU Kepailitan adalah:1 

1). Debitorrmemiliki duaaatau 

lebihkkreditor,  

2). Debitor tidakkmembayar lunas 

sedikitnya satuuutang yang sudah 

jatuh tempo dan bisa ditagih,  

3). Ditetapkan pailit melalui 

putusannpengadilan baik atas 

permohonannyaasendiri ataupun 

atas permohonan satu atau lebih 

kreditornyaa. 

Dariiketentuan diaatas, 

sebagaimana disampaikan oleh Sutan 

Remy Sjahdeini bisa disimpulkannbahwa 

permintaan pernyataannpailit terhadap 

seorang debitur hanyaadapat diajukan jika 

mencakup persyaratan sebagaiiberikut: 

a. Debitorrterhadap siapappermohonan 

itu diajukannharus minimal 

mempunyai dua kreditor, atau harus 

mempunyai lebihhdari satuukreditor. 

b. Debitor tidak membayarrlunas 

sedikitnyaasatu utanggkepada salah 

satu kreditornya. 

Pinjaman yang belum 

dikembalikan harus sudah jatuh waktu 

pembayatan dan telah bisa diminta 

pengembaliannya (due andppayable). 

Lebih lanjut Sutan Remy Sjahdeini 

menyatakan bahwa yang 

dimaksudddengan concursusscreditorum 

itu yakni syarat tentang kewajiban adanya 

duaa atau lebih kreditor dan karena UU 

37/2004 merupakannpelaksanaan dari asas 

hukum perjanjian yang menyatkan bahwa 

seluruh kekayaann baik yang ada sekarang 

ataupun yang akannada menjadi 

jaminannutang yang timbul yang 

harussdibagi secara seimbang di 

antaraaseluruh kreditornya. maka syarat 

mengenai harus adanya dua kreditor atau 

lebih adalah mutlak.
5
.  

c. Penyelesaian Kepailitan di 

Indonesia 

Lahirnya UU Kepailitan dan 

PKPU idealnya dapat memberikannsolusi 

terkait masalah kepailitan di Indonesia 

sesuai tujuan dari UU Kepailitan dan 

PKPU tersebut. Dalam solusi tersebut 

selalu menekankan kepentingam 

masyarakat yang harus diperhatikan. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Sutan 

Remy Sjahdeini bahwa kepentingan rakyat 

banyak mutlak perlu diutamakan oleh 

Undang Undang Kepailitan 

adalahkkepentingan-kepentingan:  

1. Negaraayang hiduppdari 

pajakkyang disetor oleh debitor;  

2. Masyarakattyanggmembutuhkan 

kesempatannbekerja dariddebitor;  

                                                 
5
 Sutan Remy Sjadeini. Sejara, Asas, dan 

Teori Hukum Kepailitan. (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2016),  128-129 
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3. Masyarakattyanggmensuplaibbaran

g serta jasaakepadaddebitor;  

4. Masyarakattyang menggantungkan 

kehidupannya dari persediaan 

barang dan jasa debitor, baik 

mereka sebagai konsumen ataupun 

pedagang
6
.  

Dalam hal menjalankan 

menjalankan fungsinya tersebut sudah 

sewajarnya dalam prosesnya selalu 

mengingat asas-asas yang terkandung 

dalam UU Kepailitan dan PKPU yang 

menjadi pedoman bagi tiap penyelesaian 

yang terkait kepailitan. Adapun UU 

Kepailitan mengandung asas-asas sebagai 

berikut: 

1. AsaskKeseimbangan. Terdapat 

beberapaaketentuanyangmmerupak

an perwujudann dari asas 

keseimbangann, dimana terdapat 

ketentuan yang dapat mencegah 

terjadinya penyalahgunaannpranata 

dan lembagaakepailitanooleh 

debitorryang tidakkjujur. Danndi 

terdapat pula ketentuannyang bisa 

menghalangi timbulnya 

penyalahgunaannpranata dan 

lembaga kepailitannoleh kreditor 

yang beritikad buruk.. 

2. Asas KelangsungannUsaha. 

Dimanaaterdapat ketetapan 

yangmmemungkinkan perusahaan 

debitorryang 

prospektifftetapbberjalan.  

3. Asas Keadilan. Asas ini 

mencegahhtindakan kesewenang-

wenangannpenagih yang 

mengusahakannpembayaran 

tagihannyaadengan mengabaikan 

kreditor yang lain. 

4. Asas Integrasi. Asas ini 

mengandung pengertiannbahwa 

sistemmhukum formilldan 

materiillperaturan kepailitan 

merupakannsatu kesatuan 

                                                 
6
Sutan Remy Sjadeini.  Hukum Kepailitan: 

Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

20044Tentang Kepailitan, Cetakan ke-4, (Jakarta: 

Pustaka Utama Grafiti, 2010), . 35-36 

utuhhdari sistem hukum pperdata 

dan hukum acaraaperdata. . 

Dengan adanyaaasas-asas yang 

terkandunggdi dalam UU Kepailitan dan 

PKPU ini diharapkan dapat menjamin 

perlindungan hukum terhadap debitor 

dalam bentuk perlindungan terhadapp 

debitor pailit yang beritikaddbaikddalam 

penyelesaian  perkaraakepailitan di 

IIndonesia.  

Apalagi diketahui bahwa debitur 

yang tidak membayarrutangnyaakepada 

krediturrbukan hanya timbul akibat debitur 

tidak bisa mengembalikan utangnya, 

melainkan dapat terjadi karena 

debiturrtidak mau membayarr utangnya. 

Intinya,debitur bukanntidak 

mempunyaiaability torrepay, tetapi tidak 

memilikii willingnesss to repay
7
.  

Dalam hal debitur bertindak 

demikian, tidak selalu disebabkan debitur 

beriktikaddtidakbbaik juga. Misalnya 

karena krediturrtelah memberikan 

baranggnamun tidak sesuaiidengan 

spesifikasi sesuai dengan yang 

diperjanjikan. Akibatnyaadebiturrtidak 

bersediaa melunasii pembayarannya 

karena iktikad burukk dari kreditur. 

Sebagaimana pendapat dari Sutan Remi 

Sjahleini bahwa seoranggdebitur 

memenuhiisyaratuuntuk dinyatakannpailit 

hanya jika debitor telah dalammkondisi 

insolven. Disebuttinsolven jika nilaii 

seluruh pinjaman debitor lebih besar dari 

jumlah seluruhhasetnya. 

Dengan demikianpPengadilan 

Niaga berhak menolakkpermohonan 

perkaraaperdataaantaraddebitur yang 

tidakkinsolven (nilai aset lebih dari 

nilaiiutang) dengan pihakklain. 

 Dan untuk perkara tersebut dapat 

diajukannsebagaiisengketaawanprestasi 

(ingkar janji) ke PengadilannNegeri. Oleh 

karena itu seharusnya dalam penangana 

kepailitan harus disikapi dengan lebih 

seksama dan mempertimbangkan faktor-

faktor yang mendasar dari debitor. 

                                                 
7
SutannRemy Sjadeini. sSejara, Asas, dan 

Teori hukum Kepailitan. (Jakarta: 

PrenadamediaaGroup, 2016),  128-129 
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Secaraaumum dalammHukum 

Kepailitan, debitorr baru bisa disebut pailit 

jika debitor tersebut ada dalammkondisi 

dimana sudah tidakkada kemampuan 

untuk melunasi pinjamannya (solven), 

sebagaimana pengertian secara umum 

pailit mengacu pada keadaan debitor yang 

tidak sanggup membayar utangnyaalagi 

(insolvensi
8
. Insolven secaraaumum adalah 

keadaannsuatu perusahaannyang 

kondisiiaktivannya lebih kecilldari 

padaapasivanya dengan kata lain utang 

perusahaannlebih besarrdari 

hartaaperusahaan.
9
  

Sementara di Indonesia pailit 

diatikan kepada kondisi tidak membayar 

utang bukan tdak mampu membayar 

utang. Ini jelas berbeda pengertian di mana 

tidak mampu berarti sudah punya 

kemapuan lagi karena utang lebih besar 

daripada harta. Sementara tidak membayar 

bisa diartikan masih punya kemampan tapi 

tidak punya keinginan untuk membayar.  

Berdasarkan pula pada ketentuan 

PenjelasannPasal 57 ayat 1 UU Kepailitan 

dan PKPU atas  halliniidebitorr 

memperoleh waktuudua bulan 

untukkmemakaihakkkhususnyaaterhadapk

keadaan insolventiee tersebut sebab 

padaatahapan ini nasib debitorrpailit 

tergantung pada apakah harta debitor akan 

habissdibagi sampaiilunas semua 

utangnyaaataudiperolehnyapperdamaianna

tau restrukturisasii utangguntuk 

mempailitkan debitor. Artinya, hukum 

kepailitannhanya dipergunakannapabila 

debitorrtidakkmampu (insolven)  

membayar utang-utangnyaakepada seluruh 

kreditornya.
10

   Untuk mengetahui apakah 

debitor dalam kondisi insolven atau tidak, 

perlu diadakannya insolven test.  

                                                 
8
NinaNurani.HukummBisnis:SuatuuPengant

ar. (Bandung: CV. Insan Mandiri, 2009).36 
9
M.adiiSuban,22014,HukumKepailitan:pPri

nsip, Norma, dan PraktikkPeradilan, Jakarta 

:Pustaka Grafika, 144. 
10

 Bagus IrawannAspek-Aspek hukum 

Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi.(Bandung: 

PT.Alumni, 2007).80 

Menurut M Hadi Subhan 

Insolvency Test merupakan uji 

kemampuan debitor dalam 

rangkaapengembalian utang-

utangnyaayang meliputi uji arus kas 

perusahaanndan uji neraca perusahaan.
11

 

Sementara itu  Pasal 2 ayat 1 

UUK dan PKPU memperlihatkan 

tidakkadanyaaaturan khusus yang 

mensyaratkanndebitor pada 

keadaanninsolvensi. Tentu saja ini 

melindungii kepentingannkreditor 

denganntidak diterapkannya insolvency 

test untuk mengetahui apakah debitor 

dalam kondisi insolvent atau tidak. 

Dengan tidak adanya insolvency test 

tersebut mengakibatkan perusahaan-

perusahaan di Indonesia yang mempunyai 

permasalahan terkait utang piutang 

menjadi cepat dinyatakan bangkrut secara 

hukum. Namun jika syarat insolvensi 

diberlakukan berdampak pada tidak 

mudahnya debitor untuk dinyatakan 

pailit.
12

   

Seharusnyaakonsepinsolvency test 

dituangkan dalam UUK dan PKPU dalam 

rangka pemberiannperlindunganhhukum 

kepada debitor, disamping 

untukkmengetahuiaapakah 

ketidakmampuannmembayarrdebitorrdiseb

abkan karenaaperusahaan sedang 

mengalami kesulitan atau karenaakarena 

sebab lain. Tetapi sepertinya 

kondisiisolven debitor ini tidak 

mendapatkan  perhatian  penyusun  

Undang Undang Kepailitan. Faktor 

emosionalluntuk menghukum 

pihakkbersalah mendominasi 

ipenyusunuundang-undang  tersebut. 

                                                 
11

 Gedalya Iryawan Kale, “Syarat Kepailitan 

Sebagai Bentuk Perlindungan ukum Debitor Dalam 

Undang-Undang Nomor 37 Taun 2004”, Vol. 06, 

No. 03, Mei 2018, May, 2018, Fakultas ukum 

Universitas Udayana,Denpasar, 7. Ojs.unud.ac.id, 

URL: ttps://ojs.unud.ac.id/index.pp/ kertasemaya/ 

article/view/40730 diakses tanggal 29 April 2020 

jam 21.20. 
12

Siti Soemarti artono.   Pengantar    Hukum   

Kepailitan  dan Penundaan   Kewajiban 

Pembayaran Utang. (Yogyakarta: Liberty, 

1981).112 
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 Beberapa faktaamemperlihatkan 

betapa tidakkrasionalnya syarat-syaratt 

pailit yang ditetapkan dalam 

ketentuannPasal 2 ayat 1 UUK dan PKPU 

kita. Pailitnya perusahaan-perusahaann 

dimana masih mempunyai  prosepek untuk 

terus dilanjutkan disebabkan ketiadaan 

persyaratan mengenai insolvency test 

sebagai ukuran memutuskan debitorrpailit. 

Konseppasas kelangsungan usaha sebagai 

landasannfilosofissperlindungannhukum 

debitorrpailit terkait tidakkadanya 

insolvencyytestt pada penyelesaian perkara 

kepailitannbagi debitorryang belum 

terwujud ini harus diperhatikan karena 

berhubungan dengan nilaiikeadilann dan 

nilai kepastiannhukum bagiidebitor
13

.  

Kemudahan syarat yang 

ditentukan berdasarkan Pasal   2 ayat  

UUK memicuuuntuk lebih mudah bagi 

subyek hukum 

mengajukannpermohonannkepailitan 

subyek hukum lain sehinga 

mengaburkannmakna kepailtan ituusendiri 

Kemudahan syarat kepailitan lain, yakni 

ketentuan mengena pembuktian sederhana 

(sumir) dalam poses acara permohonan 

pernyataan kepailitan.  

Dalam Pasal  Ayat 4 UUK 

dikatakan bahwaapermohonan pernyataan 

pailittharus diterima jika terdapattkeadaan 

atau fakta yang terbukti secaraasederhana 

bahwa persyaratannuntuk dinyatakann 

pailit sebagaimanaamaksud Pasal 2 Ayat 1 

telahjdipenuhi. Pasal tersebuttmemberikan 

penegasann dimana hakim berpatokan 

hanya atas syarat yang ditentukan pada 

Pasal 2 ayat (1) untuk menerima 

pengajuan pailit. Bahkan undang-undang 

menyebutkan kalimat “harus dikabulkan.  

Dalam penjelasan pasal tersebut 

djelaskan lebih lanjut mengenai maksud 

pembuktian sedehana dimana faktaaatau 

kondisi yang terbukti secara sederhana 

adalahh akta dua atauulebih kreditorrdan 

                                                 
13

 Widijowati, R. D. Hukum Dagang. 

(Yogyakarta: ANDI, 2012). 45 

 

fakta utang jatuhhtempo serta tidak 

dikembalikan.  

Sedangkannperbedaanbesarnyarju

mlah utang yang didalihkannoleh 

pemohon pailit dan termohon pailitt tidak 

menghalangi dijatuhkanya putusan 

peryataan pailit
14

.  

Di samping syarat kemudahan 

tersebut dalam UUK ditegaskan tentang 

konsep utang seperti apa yang menjadi 

dasar pemohonan pailit. Dijelaskan dalam 

Pasal 1 Ayat 6 bahwa arti utang dalam 

UUK yakni kewajibannyang dinyatakan 

atau dapat dinyatakan dalammjumlahh 

uanggbaik dalammmataauang Indnesia 

maupunnmata uang asing, bai yang 

secaraalangsung maupun yang timbulldi 

kemudian hari, yang timbullkarena 

perjanjiannatau undang-undanggdan yang 

wajib dipenuhiioleh debitor dan jika tidak 

dipenuhi memberiihak kepada 

kreditoruuntuk mendapat pemenhannya 

dari hartaakekayaanndebitor. Konsep 

utang ini adalah konsep utang dalam arti 

luas dimana segalaabentuk prestasi yang 

belummterbayar oleh debitor adalah utang 

yang dapat diajukan permohonannpailit. 

Hal ini berarti bahwa setiap wanpestasi 

dan bahkan perbuatan melanggar hukum  

(onrechmatigedad) dapat dijadikan sebagai 

alas hukum untuk dapat mengajukan 

permohonan kepaiitan
15

.  

Dapat dilihat bahwa 

konseppperlindungan hukum 

yanggdiberikan PemerintahhRepublik 

Indonesiaadalam memberikannsebuah 

jaminannkepada semuaapihak dalam 

haliini kaitannya dengan debitorruntuk 

dapat menjalankan hak dan 

kepentingannhukum yang 

dimilikinyaadalam kapasitasnyaasebagai 

subjekkhukum bisa dikatakan masih jauh 

                                                 
14

 M. adi Suban, Hukum Kepailitan: Prinsip, 

Norma, dan Praktik Peradilan, (Jakarta: Pustaka 

Grafika, 2014), 73.  
15

 M. adi Suban, Hukum Kepailitan: Prinsip, 

Norma, dan Praktik Peradilan, 73 
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dari maksimal
16

, yang dimaksud hakkdi 

sini adalah kekuasaannuntuk 

melakukannsesuatu karenaaketentuan 

Undang-Undang
17

.  

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

menyebutkan bahwa “Indonesia adalah 

negara hukum” memberikannperlindungan 

hukummyang setara bagi seluruh rakyat. 

Sehubungan dengan perkara kepailitan, 

jaminan yang dimaksud adalah 

pperlindungan hukummbagi debitor 

melaluiiupaya menciptakannperaturan 

hukummmengenaiipengaturan penerapan 

asas kelangsungannusahaadalam UUK dan 

PKPU sebagaiilandasan filosofis 

perlindungannhukum debitorr solven 

dalammputusan pernyataannpailit terkaitn 

tidak adanya insolvency test.  

Kondisi ini menunjukannbahwa 

perlindungannhukum bagi debitorrdalam 

menerapkan  asaskkeseimbangan bagi 

debitorr dan kreditor sebagaimanaadianutt 

oleh UUK dan PKPU belum tercapai, 

padahall konseppperlindungan 

hukummseimbang bagi debitor dan 

kreditor dalam Undang-Undang Kepailitan 

sejalanndengan konsep dari 

perlindungannkepentingan yangg 

seimbanggdenganndasar Negara RI yaitu 

Pancasila dimana kepentingannseluruh 

pihakkatau masyarakatt harus 

didahulukan, mengalahkan 

kepentingannindividu atau pribadi.  

Dimensii keadilan dari 

prosesskepailitan terletak pada 

dilindunginyaakepentingan dari keduaa 

pihakkbaik para kreditorrpailit atapun 

debitor pailit. Pada prinsipnya 

kepailitannbukanlah alattpenekan bbagi 

keditorruntuk memenui kepeningan krditor 

ansich.  

Padaprinsipnyaaterdapattbanyaka

aspek-aspek hukum yang juga 

memperhatikan kepentingan-

                                                 
16

 Setiyowati, J. E. Perlindungan Hukum 

Peserta Bagi asil di Suatu Perusahaan. (Bandung: 

CV.Mandar Maju, 2003).74 
17

 Sudarsono. Kamus hukum. (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2002).45 

kepentinganndebitor yang pada akhirnya 

meminimalisir kerugian-kerugian terhadap 

harta kekayaandebitor yang dapat 

dibuktikann antara lain dalam ketentuan 

masaatunggu (stay), ketentuan rehabilitasi, 

dan lain sebagainya
18

.  

 Salah satu asas 

hukummdalamuUndang Undang No.37 

Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

yaituaasas kelangsungan usaha (UU 

No.37/2004). Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 ini, khususnyaadalam 

penjelasan umum tidak menyatakan 

dengan rinci makna asasskelangsungan 

usaha. Dalam penjelasannumum 

secarasingkatt dinyatakan bahwa 

perusahaanndebitor yang prospektifftetap 

dilangsungkan. Keberlangsungannkegiatan 

usaha diharapkanndapat berdampak 

positiff bagi pemilikkperusahaan, para 

tenagaakerja, para pemasok, masyarakat 

maupun negara. Dengan diijinkannya 

kegiatan usaha untuk tetap berlangsung, 

maka debitir mempunyai kesempatan 

untuk mendapatkan pemasukan yang bisa 

dialokasikan untuk pembayaran utang, dan 

yang juga pentng bahwa tenaga kerja yang 

berada dalam lingkup kegiatan berusaha 

debitor tidak kehilangan pekerjaan. 

Pengertian asas kelangsungannusaha 

sebagaimana disampaian dalam Penjelasan 

Umum UUK-PKPU adalah 

dimungkinkannyaaperusahaan debitor 

yang prospektifftetap  berjalan.  

Mengacu pada pernyataan Sutan 

Remi Sjahdeni yang menyebutkan 

bahwaasuatu undang-undanggkepailitan 

yang baikkharuslah berlandaskan pada 

asas guna memberikan perlindungann 

yang seimbang bagiiseluruh pihakkyang 

terkaittserta mempunyai kepentingan 

dengan kepailitan seorang atau suatu 

perusahaan. Oleh karena itu, maka 

undang-undanggkepailitan yang baik 

seyogyanya bukan hanyaamemberi 

perlidnungan bagi kreditor saja. 

                                                 
18

 M. adi Suban, Hukum Kepailitan: Prinsip, 

Norma, dan Praktik Peradilan, 73 
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Kepentingan debitor dan stakeholderya 

juga harussdiperhatikan. Untuk itu, 

sebelum menjatuhkan putusan paiit 

terhadap debitor penting dilakukan upaya-

upaya pada debitor seperti melakukan 

restruktrisasi pinjaman dimana dalam 

restrukturisasi pengembalian pinjaman, 

sangat mungkin debitor dapatt tetap 

menjalankannbisnisnya sebagaii suatu 

goinggconcernndengan 

memberikannkesempatann debitor untuk 

mendapatkkelonggaran waktuuyang 

wajarrdari kreditor-kreditornyaauntuk bisa 

membayar lunasuutang-utangnya. Dapat 

melanjutkan usaha bagi debitor menjadi 

cara yang strategis, terutama bagi debitor 

pailit yang merupakan perseroan terbatas, 

tentunya dengan 

mempertimbangkannbahwa dengan 

dilangsungkannya kegiatan usaha maka 

akan menambah pendapatan yang lebih 

besar dibanding biaya operasionalnya
19

.  

Pengaturannasas 

kelangsungannusahaa dalam Hukum 

Kepailitan memiliki peranannsangat 

krusial dalam memberikan perlindungan 

hukummbagi debitor yangmmemiliki 

kemampuannmelakukannrestrukturisasiipe

rusahaan sebagai upayaaperwujudan 

asasskeadilan bagi seluruh pihak
20

. 

Restrukturisasi merupakan alternatif dari 

putusan kepailitan suatu perusahaan 

sebagaimana tujuan utama dari 

restrukturisasiisecara teoritissyaitu 

memperjuangkan perseroann sebagai 

debitor agar bisa melanjutkan 

usahanyaasebagai suatuugoing 

concernndengan memberikan waktu 

kepada perusahaannyang mempunyai 

utanggkepada kreditor yang sudah 

dapattditagih dan belum dapat 

mengemalikan tetapiiusahanya memiliki 

msa depan yang baik, untuk mendapatkan 

kelonggarannwaktu yang wajar dari 

kreditornyaaitu agar bisa menyelesaikan 

utangnya, baik dengan atau tanpa 

                                                 
19

M. adi Suban,Hukum Kepailitan: Prinsip, 

Norma, dan Praktik Peradilan, 137.  
20

Sutendi, Hukum Kepailitan, (Bogor: Gia 

Indonesia, 2009).55 

memperbarui syarat-syarattperjanjian  

kredit, yang   merupakan   alternantif 

upaya   penyelesain   utang   melalui 

Kepailitan
21

. 

Studi kelayakan akan menjadi 

langkah awal sebelum dilakukan 

restrukturisasi dengan tujuan untuk 

melakuakan penilaian yang hasilnya akan 

menentukan aapakah debitor layak atau 

tidak utang-utangnya untuk 

dilakukannrestrukturisasi
22

.  

Dalam kepustakaan, ada berbagai 

macam bentuk sebagai melakukan 

restrukturisasi, yaitu antara lan: 

a. Menjadwalkan ulang pelunasan 

utang (rscheduling), meliputi 

pemberianmmasa tenggangg 

(grace period) baruuatau 

pemberian moratorium kepada 

perusahaann debitor. 

b. Mesyaratkan ulang 

perjanjiannutang 

(reconditioning); 

c. Pengambilalihannutang baik 

sebagiannataupun semuanya oleh 

pihakklain yang dengan 

pengambilalihan itu 

menggantikannposisi debitor 

sebagai debitor penggantiibagi 

besar utang yang diambil alih; 

d. Pengambilalihanntagihanndari 

satu atau lebih kreditorroleh pihak 

lain, baik sebagian atauu seluruh 

tagihann, dan yang bisa dilakukan 

oleh kreditur yang ada ataupun 

pihak ketiga, yang karena 

pengambilalihann itu pihak yang 

mengambillalih 

menggantikannkedudukan 

kreditur yang tagihannya diambil 

                                                 
21

M. adi Suban, H ukum Kepailitan: Prinsip, 

Norma, dan Praktik Peradilan, 61.  
22

 Haraap, Y. n.a. Tesis: Analisis hukum 

mengenai Restrukturisasi Utang PT. Terbuka 

Pada Proses Perdamaian Menurut Undang 

Kepailitan. Sumatera Utara: Program Magister 

ukum USU. 
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alih untuk jumlah tagihan yang 

diambil alih; 

e. Pengurangan utang pokok; 

f. Perubahannsuku bunga; 

g. Pengurangan jumlah 

bungaadan/atauuutang pokok 

yang tertunggak;; 

h. Memberikan pnjaman baru; 

i. Mengkonversi utang 

dengannsurat utanggyang dapat 

dipindahtangankann; 

j. Mengkonversi utang dengan 

convertible band 

k. Melakukan stappled band 

(penggantian obligasi 

lamaadengan obligasiibaru) 

l. Debt for equity swap 

m. Mergerr, akuisisi, atau likuidasi; 

n. Menambahkan modallbaru oleh 

pemeganggsaham lamaaatau baru 

melalui penempatan 

langsungg(direct placement) atau 

melaluiibursa saham (public 

offering), dan; 

o. Penjualannaset tak 

produktiffuntuk membayar 

pinjaman
23

.  

Jadi pada prinsipnya, kepailitan 

merupakan upaya terakhir yang dilakukan 

untuk menyelesaikan permasalahan yang 

terkait dengan utang. Dan sebagaimana 

fungsinya, lembaga pailit diharapkan 

menjadi lembaga alternatif dalam 

penyelesaiannkewajibankewajibanndebitor 

pada kreditor secaraalebih efektif, efisienn, 

dan proposional. 

Bank bertugas menghimpun dana 

dari masayarakat yang selanjutnya oleh 

bank dana-dana yang terhimpun tersebut 

disalurkan ke masyarakat kembali dengan 

cara memberikan bantuan pembiayaan atas 

usaha yang dilakukan masyarakat atau 

dalam hal ini debitor. Dalam hal 

menyalurkan pembiayaannya, bank 

                                                 
23

M. adi Suban, Hukum Kepailitan: 

Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan, 61.  
 

tentunya mempunyai sayart-syarat yang 

diberlakuan pada calon debitot untuk dapat 

memperoleh pembiayaan dari bank. Bank 

juga meerapkan kehati-hatiannya untuk 

menentukan kelayakan calon debitor 

sebagaimana Pasal 2uUndang-Undang 

Perbankan.. Kehati-hatian yang dimaksud 

adalah bahwa bank harus meneliti dengan 

seksama calon debitor, yang dikenal 

dengan prinsip 5 c yang meliputi : 

1). Character (watak),  

2). Kemampuann(capacity),  

3).Modall(capital), 

4.)Agunan (collateral). 

5.) serta kondisiiekonomi (condition 

offeconomy) dari calon debitornya.  

Melalui penerapan 5C tersebut 

tentunya bank sangat mengenal bagaimana 

kondisi calon debitornya. Dengan 

demikian bank tentunya bisa melihat 

secara mendalam dari debitor yang 

bermasalah dalam pembayaran utangnya. 

Bentukkperlindungan hukummlainnya 

bagi debitorradalah dengan melakukan 

negoisasi pembayarannutang maupun 

pemotongannutangterhadappkreditorrmela

lui likuidasiiasetnya. Memperoleh 

kepastianndari rencana likuidasiiaset-

asetddebitor, debitor bisa melakukan 

negoisasi guna pengurangan pinajman 

terhadapptotallkemampuan likuiditas pada 

asettyang akan dilikuidasi. 

Verifikasiiutang menjadi tahapan 

yanggterpenting dalammkepailitan karena 

akan ditentukannurutan pertimbangannhak 

dariimasing-masinggkreditor
24

.   

Hal penting lainnyaayang dapat 

dibahas pada saat pencocokannutang 

adalah rrencana perdamaiann(accord), di 

mana debitor pailittmempunyai hak 

mengajukan suatuuperdamaian 

kepadaasemua kreditorrsecara bersama 

sebagaimana disebutkan dalam ketentuan 

Pasal 144 UUK dan PKPU. Sistem 

perlindungannhukum lainnya bagiidebitor 

sesuai ketentuan pasal di atassadalah 
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 Samadani, A. Dasar-Dasar Hukum 

Bisnis. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 
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perdamaiannyang timbul antara 

debitorrdan kreditorrberkaitan erattdengan 

kelangsungannusahaadebitor yang masih 

mempunyai prospek bagus jika tetap 

dilangsungkan.  

Sebagaimana disampaikan Sutan 

Remy Syahdeini bahwa 

hendaknyaadalamuUndangUndang 

Kepailitan dicantumkannketentuannbahwa 

sebelum sampaiipada keputusan pailit dan 

likuidasi, baikkatas permintaan kreditor 

maupunndebitor sendiri, wajibbsebagai 

langkah awal untuk menelaah 

kemungkinannperusahaanndebitor dapat 

diselamatkanndari kepailitanndengan 

menggunakan programmrehabilitasi
25

.
 
Hal 

ini bisa dilakukan dengan cara debitor 

menyiapkan data-data yang cukuppguna 

kreditorrdapat memberikan assesment 

mengenai rencanaareorganisasi yang 

diupayakan oleh debitor. 

Dari penjelasan di atas, 

menunjukan bahwaakonsep 

perlindungannhukum bberlandaskan 

Pancasilaaterkandung maknaahak 

asasiimanusia. Berdasar pada sila 

“Kemanusiaan yang adil dan beradab”,   

harussdikembangkan perbuatan tidak 

semena-menaaterhadap orangglain.  

KonsepperlindunganNkepentingannseimba

ng yang diaturrdalam Pancasilaaini 

menunjukannadanya pengakuannterhadap 

hakkasasimmanusia. Dalam ketentuan 

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 

399Tahun 19999tentang Hak Asasi 

Manusia menyebutkan bahwa: “Hak asasi 

manusia adalah seperangkat hak yang 

melekat pada hakikat dan keberadaan 

manusia sebagai mahluk tuhan Yang Maha 

Esa dan merupakan anugerah-Nya yang 

wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 

dilindungi oleh negara, hukum, 

pemerintah, dan setiap orang demi 

                                                 
25

 Sutan Remy Sjadeini.  Hukum 

Kepailitan: Memaami Undang Undang Nomor 

37 Taun 2004 Tentang Kepailitan, Cetakan ke-

4, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010), . 35-

36 

kehormatan serta perlindungan harkat dan 

martabat manusia”. 

 Berdasarkannketentuan pasall di 

atas menunjukannbahwa baik 

debitorrmaupun kreditorrmemiliki hak 

asasiidimanaahak ini melekattpada hakikat 

serta keberadaannmanusiaasebagai 

anugerah TuhannYanggMaha Esaaharus 

dilindungi olehnnegara, pemerintah, 

danhhukum.  

Dengan demikian Undang-

Undang Kepailitan wajib 

memberikannperlindungann 

seimbanggbagi debitorrdan 

kreditorrsebagai bentuk 

pemenuhannperlindungan hak asasi 

manusia, karena suatu Undang-

UndanggKepailitan yang baikkharus 

berdasar pada asas perlindungannyang 

seimbanggbagi semuaapihak yanggterkait 

dan berkepentinganndengankkepailitan. 

Sehubungan dengan itu, Undang-Undang 

Kepailitan yang baikkseyogyanyaa 

memberikan perlindungan bagi kreditor 

maupun debitor
26

.  

Lembaga peradilann menjadi 

tumpuan harapan untuk semua 

lapisannmasyarakat yang menginginkan 

adanyakkeadilan. Peardilan merupakan  

harapannterakhir bagi pencariikeadilan 

atau pihak-pihakkyang sedang berperkara,  

dalam memberikan pelayanannhukum dan 

keadilann kepadaamasyarakat, 

pengadilann memiliki tugas-tugassutama 

secara normatiffyaitu : 

a. memberikan perlakuannyangaadil      

dannmanusiawiikepadaapencarii 

  keadilan. 

b. Kedua, memberikann pelayanann 

yang baikkserta memberikan 

pertolongan yang dibutuhkan 

pencariikeadilan. Ketiga, 

memberikanpenyelesaiannperkaraasec

araeefektif, efisienn, tuntassdan final, 

                                                 
26

 M. adi Suban, 2014, Hukum 

Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik 

Peradilan,.53 
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sehingga dapat memuaskann seluruh 

pihak dan masyarakat
27

.  

 

D. KESIMPULAN 

 Bahwa UU Kepailitan Dan 

PKPU dalam pelaksanaannya ternyata 

masih jauh dari tujuan terbentuknya yaitu 

untuk menciptakan keadilan sebagaimana 

asas keimbangan dan kelangsungann 

usahaayang terdapattdalam UU Kepailitan 

dan PKPU. Hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya kesenjangan yang dimulai 

dengan sangat mudahnya syarat-syarat 

untuk mengajukan pailit terhadap debitur 

termasuk tidak adanya isolvency test untuk 

mengukur lebih akurat kondisi debitor, 

diabaikannya sisi kelangsungan usaha dan 

tidak berimbangnya perlakuan antara 

kreditor dan debitor dengan mngabaikan 

tahapan-tapan yang bisa ditemph sebelum 

dilakukan putusa palit.  

Perlindungan terlihat lebih 

mengedepankan kepentingan kreditur 

dalam memperoleh piutangnya yang 

membuat tujuan kepalitan menjadi sumir, 

Secaraaprinsip kepailitan bukanlahhsemata 

sebuah upayaauntuk mempermudah 

sebuah usaha baik itu milik perseorangan 

maupun berbentuk korporasi  menjadi 

bangkrut, melainkannkepailitan adalah 

supaya untukkmengatasi kebangkrutan. 

suatu usaha. Demikian juga banyak 

tahapan-tahapan yang masih dapat 

diperjuangkan dalam penyelesaian utang 

debitur jika mengacu pada asas-asas yang 

terdapat dalam UU Kepailitan dan PKPU.  
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